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PEMERINTAH KA‘B UPATEN ROTE NDAO

UERATURAN DAERATTI KABUPATEN ROTE NDAQ
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

| PURIEIBAITAN KETICA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
| NOMOR 3 TATUN 2003
TENTANG
FSDUDUKAN PROTOIKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA
BUPATE ROTE NDAQ,

~ babwa dalan rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dei

menciptalan kondist sosinl ckonomi Negara yaog baik daa seimbang Pemerint
| meunctapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahi
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduk i
Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan JRakyat
Dacraly serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeoer 21 Tahun 2007 tcatang
Pengelompokan  Kemampuar:  ICeuangan  Daeral,  Penganggaran  dan
Pertangpungjawaban  Penggunaan Belanja Penunjang  Operasional  Pimpinan
DPRD Serta Tata Cava Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan. Dana
Operasional, maka Peratucan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Talue
2005 tenting Kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rote Ndao perlu discsuailin

denuabang o g,

dengan peinibahon diswakaod ;

e

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. pevin
membentuk Peraturan Dacrah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
veuangan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Iote Ndaag -
Menemgat o T Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-daciol,
Fingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timue (J.ombaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembar iy
Negara Republik fndonesia Nowor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (L.embaran Nepar //
Republik Indonesio Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lemburan Megara //

Aepublik Indonesia Nomor 3303);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara Yang
Bersi dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nepa
Republik Indonesia Nomor 3851); ‘
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Undong-Undang Nomor 9 Talun 2002 tentm
MNdao di Propiusi Nusa Tenggara Timur (Lembaron Svegara Iepubly
Tahnn 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik hidonc
Nomor 4184

SSE

[BERE0N)

in

Unduog-Undeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunngan Negara (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negaia

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Aungpata Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat daun Dewan
Poryalkilon l‘»‘;ulv;_ym Dacreah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambalan Lendaran Megara Republile indonesin Nomor 43 [0}

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaro
(lLemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Pecundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Talun 2007

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undanp-tindang  Nowor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrint'vlmn Diera

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaivan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); scbagaimana f(\l th i
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peratur
Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang l’cmlmlum
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):

Undang-Uindang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Petimbangan Keuangan Antara
Pemeringah Pugat Jan Pemcrintaban Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonezia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahany Lembaran Negara Repubhit

Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pelierintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemcrintab

dan Kewenangan Propinst scbagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republil,
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintall Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedndukan Protokoler dan
Kevangan Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Leimbaran
Nepara Republik Indonesia Takun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negaia
Republik hndonesia: Nomor 4410); sebagaimana telah diubah beberapa keli,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peru bahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penwakilan Rakya
Dacrali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan
Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tabahon Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4578);
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14, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pcugawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daelt :
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lomb'uan Nc,o"ua T\qmlml\

Indonesia Nomor 4539);

15 Peratwran Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedomnnan
Pengelolaan Keuangan Dacraly;

16, Pernturan Meuteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan  Keuangan  Daerah, Penganggaran dan  Pertanggungjawaban
Penggimaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intonsir
dan Dana Opcrasional;

17. Peratiran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuvangan Pimpinan dan Anggota Dewan Jerwakilan
Rakyal Dacrah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rotc Ndao
Tahun 2005 Nomor 003 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Rote Ndao Nomor 040) sebagaimana telah diubal dua kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuvangan Pimpinan dan Anggela
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Dacral
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2006 Nomor 009 Seri A Nowmor 004, Tambahan
LLembaran Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 060);

Dengan Persetujuan Bersama

; DEWAN PERWAIKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
. dan

DUPATHROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Dlenctapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERALL KABUPATEN ROTIE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal |
debierapn ketentuau dalam Peraturan Dacral Kabupaten Rote Ndao Nemor 3 Tahun 2005 tcoting:
Fecndokan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan I(nkyul Dracieh
Bl up aten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 Nomor 003 Seri 1) Manio
001, Tambaban Leinbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 040), yang telah beberapa kali divhal
depzan Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao

a. NOIHQI 4 Talwn 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor )
Valun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewar
| crwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daeral kabupaten Rote Ndao Jalu:
006 Nowor 004 Scri A Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor

1[’\()‘); don

b Hlomor 9 Talum 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Rofe Nelao
Homor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Pevwakilan Rakyat Dacroh Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Dacraly Kabupaten Rote Ndaa Tahon

4] » I
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2006 Momor 009 Sert A Nomor 004, Tambahan Lembaran Da

060), diubah achagai berikut
1. Ketontuan Pazal 1 angka 18a dan angka [8b dinbah sehingga berbunyi sebagai berikut :

’ 18a. Tunjongan Komunikasi Intensif adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan  dan
‘Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja lepmau dan

Anggota DPRD.

t<h. Delonja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi 'imipinan
DPRD seGap bolan uatuk menunjang kegiatan operasional yang berkaiton denymn
teprescntast, pelavanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan thgas Piopioan

DR schavi-har,

2 Ketantonp Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
2asal 10 A

Sclain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anppota
PPRD diberikan pencrimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

i Hersntuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal T4 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Dacral.
(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tian)
ketompok yaitu
A tingged;
W, aedange don

[ \(‘l((I:IIL

(3) Kemampuan Keuangan Dacrah Tinggi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) humt o
Tunjongan Komunikast Tntensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling hanyvak
3 (Gga) kali vang Representasi Ketua DPRD ‘

{(4) Kemampuan Keu:mg'm Dacrah Sedang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

: Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak

2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRID,

‘ (5) Kemampuan Keuangan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf ¢

T Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak

| [ (satu) kali vang Kepresentasi [Ketua DPRD,

? {0y Ketentnan ehiv lgut gnengenst pengelompokan Kemampuan Kenangan Dacian

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) diatr dalam Peraturan Bupati sesuai ketentua

? Peraturan Perundang-undangan,

4o Ketentuan Pasal T4 8 dan Trasal T4 C dibapus.
Pazal 1 1) divbhah menjadi Pasal 14 1 sehingya berbunyi sebagai berikut :

Yasal 14 B /

/

- Tunjangan Komunikasi Tntensif sebapaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayar tcnlnlnnw/
madai thngpal T lanuan 2007,
! J:’
5o Ketentoan Pazal 15 ayat (2) diubah schingga Pasal 15 berbunyi schagai begikut |
; |
: H‘
: i
! |
]
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Pasal 15

(1) Pajalk penghaszilan Pasal 21 Vimpinan dan Anggota DPRID atas penghasilan schagniniagia
dimaksnd dalam Pasol 10 dibebankan pada APMBD,

(2) Pajak penghasilan Mazal 21 Pimpioan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain schagaiman
dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Dinntara Uagal 24 dan Pazal 25 disisipkan 5 (Jima) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pagal 24 5.

Casal 24 C, Pasal 24 D dan Lasal 24 L schingpa berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Seloin belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalom Pasal 24, kepada Pimpiman
DPRD disediakan  Delanja Penunjang Operasional - Pimpinan - setiap - bulan  denuan
mampertimbangkan kemampuan Keuangan Daeraly.

Yasal 24 13

(1) Hemampuan Kewanpan Docrah Tingeic Belanja Penunjang - Operastonal Pimpiaon
sebagaimann dinakaud dalaoy Pasal 24 A disediakan paling banyak 0 (cnam) kali nane
Representasi Ketua DPRD ditambali 4 (cupat) kali jumlah vang Representasi scluruly Walll
Ketua DIRD.

2 Hemampian Feaangan Daerah fj‘c(lung, ;’)c];ulja P(‘,l}lll]j;ll]f.{ (_)p(jl‘ﬂf}i(\l)ﬂ] Pimpinae
sebagammznag dimalond dalim Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali vaag
Representasi Ketua DPRD ditambah 2'. (dua seperdua) kali jumlah vang Representasi
selurubh Wakil Ietua DPRD. :

(3) Kemampuan  Keuangan Dacrah  Rendah, Belanja Penunjang  Operasional  Pimpinan

sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali v

Kepresentasi Ketna DPRD ditambah ', (satu seperdua) kali jumlah uang Representagi

seluruly Wolal Ketua DPRD.

Pasal 24 C

Sebmja Penunjong Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam azal 24 A
dizcdinkan rerhitung mulai tanggal 1 April 2007,

Yasal 24 1)
Penpgunaan Belanja Penuujang Operasional Pimpinan sebagaiman dimaksud dalam Pasal i o
beyaasarkan pertimboogpan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfant dan
chisicnst dalam mendukang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD schari-hari dan tidal:
imtnk keperluan pribadi,

Yasal 24 |5
Penganggacan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Opcrasional Pimpinan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A diatur dalam Peraturan Bupati scsuai Peraturan

l‘rfmidu(yg»«xm(}nnl;;m .

Diantava ayvat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketenian

Pasal 25 ayat (4) dinbah. sehingga Pasal 25 herbunyi sebagai berikut /
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3 Tuujangan Kc\.ci 1h!c raan Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana dim: Ve dab
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asal 25

(1) Selaetris DPRD menyusun belagjan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdi atas
penghastan, pencrimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjongan kescjahteraan serta
belanga penunjang keglatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerpa dan
Angparan Satuan Kerja Perangkat Dacrah Sekretariat DPRD,

(L Delamyn Pimpman dan Anggota DPRD sehagaunana dimaksud dalam Posal
Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggorkan dalam pos DPRD.

O, Pasal 10 AL
el
16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kepiatan DIPRJ :«.l,m;fzmrn:z
dimaksud datan (L-:nl 24 ayat (2), dianggarkan (lalam pos Sekretariat DPRD yang divailian
fedolanm jonis belanja sebagat berikut
- o0 belangn pepawai;
b. belanio bavang donjasa; din
w helanjo modal, ‘
(S nl selanja Penunjang, Operasional Pimpinan DI'RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204
dinngpockan dolinn pog Sekretariat DPRD. '
() Scloretariat DPRED mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perunsdang-

nodangan dibidang pengelotaan Keuangon Dacrah,
Piontara Pasal 27 don Pasal 28 disiziphan | (saray Pasal, valind Posed 27 A sehinges harbunyi

selagm berikont
Pasal 27 A

() Pimpinan dan Angpota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensit dan
Pimpinan DI'RD - yang telali mencrima Dana Operasional sebagaimana dimaksud ol
Peraturan Peneriniah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Unjum
Dacrali paling lambat | (Sdlu) Han sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggots DIPRD
periode 2004 smnpai dengan Tahun 2009,

() ,l’cngcmba tan Tunjangan Konunikast Jotensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksucd
pada nyat (1) ditakokan dengan cara sekaligus atau mengangsur seting bulan,

(3 Ketentnan Jehily Ianjut mengenai Pengembalian Tunjangan Konwmkzm Intensif dan Dana
Dperasional sehagaimana dimaksud pada ayat (2) diatwr dengan Peraturan Bupali sests
weteptuan Peratvran Perundang - undangan,
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Vasal 11

Feratman Dacraly innulai betlaku pada tanggal diundangkan.

L ccling orang mengelabuinya, memetintahkan pengundangan  Peraturan Daerab i dlensan

concinpatannya dolam Lembaran Dacrah Kabupaten Rote Ndao.

JJLuq)lmu di Baa,

V!

CIHUSIIANN mzw LA DU e

-

Diendangkan di Baa, -~
pacainngpal 10 Juli 2007

CFRARAT DALRAIICABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2007 HOMOR 023
Sy NONOR 007 |
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2007

TEHTANG

PURVIBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTIE NDAG
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUHDUICAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

oo RINTYIN

Peratiran Dacrah int dimaksudlcan untuk mengubaly beberapa ketfentuan Peraturan Dacral
Foabapaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2005 teotang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan «an
Anppoin DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tclah diubah dua kali terakhir dengan Peratoran
Pacesh Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2000 scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Ceicringah Nomor 21 Tahuo 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 unial
ail- bl penyesoatan techadap Pecaturan Dacrah yang ada,

Pernbahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Dacral
danmeneiptakan kondisi sosial ekonomi dacrah yang baik dan seimbang.

el peoceimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dau Anggota DPRD, da-ar.
Fentnen Dacral ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikosi Intensif sctiap bulan yiny
dinalan ok kegintan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. IKhusus kepada Pinmpison
R secarn kolektit  dizedinkan elanjn Penunjang Operagional Pimpinan setinn bulin oo

mehiinpang kelancacan pelaksanaan tugas pimapinan DPRID.

Poniberion Tonjonean Fonemikagi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRID scitn Deleign
rvnngpang Opecasional Pinpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan  dacraly vony:
swcipclompoken dafaw 3 (tign) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan dacrah tinggi,

24
b dan vendah, Selain i penyediaan  Belanja Penunjang  Operasional  Pimpinan DPRD
mopnpeshatikau prnsip kesclaraan,

| Prinaip kesctarpan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacial
denpan pinan DPRD vang masing-masing memperoleh Dana Operasaional. Scjalan depgan i
coeepnisan Belooja Pemmjang Qperasional Pimpinon DPRD didasarkan atas ]')Cl'till]{)f.‘mg/’m Pihnpico
PP dengan meperhatikan asas manlaot dan clisiensi dalam rangka J",UCI)(’[{I!{II,H}/{ Relanesn
okt sanan lagas Pimpinan DPRD sehari-hart dan Gdak untuk keperluan pribadi.

CARAL DIIME IPASAL

Moo 4 ;
Angla | ////
Culovp jelan s
Apgplka '
fasal 10 /
Cubap jelas
Anglka 3
Posal Td A
Culiup jelas
Anpka
Cukup jelas
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Angka §
Pasal 14 3
) Culkap jelas
| Angka 6
Pasal 15
Cukup jelas
/\,Hgl:n 7
Pasal 21 A
Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalem
) Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperhiican
nntuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD schari-hari d:n
tiddalo untuk keperluan pribadi.

Pasal 240
Cukup jelas
Pagal 24 €
Cukup jelas
Pacal 264 1)
Culup jelas
Paanl 260012
Cuokup jelas
Angla 8

Pagal 25
Cukup jelas ///

Anpla 9 / -
Pasal 27 A

Cukup jelas 1 H

Posal by ‘ ‘ /
Cukop jelas “

CAMHAUAN LEMBARAN DAERAT KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 074 b
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